BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu diberitahukan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Berkaitan dengan hal itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti serta pentingnya peranan pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Penerimaan negara dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan dalam negeri APBN Tahun 2002 yang terdiri dari  penerimaan non pajak sebesar 27%, sedangkan penerimaan dari pajak sebesar 73%. Dari tahun ke tahun penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan selalu meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Dari sumber Nota APBN Tahun 2002 Departemen Keuangan Republik Indonesia bahwa APBN Tahun 2002 penerimaan negara dari sektor pajak untuk beberapa jenis pajak yang berlaku, pajak penghasilan menempati peringkat tertinggi yaitu 57,16%, dibanding dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah 38,34%, pajak bumi dan bangunan 3,24%, pajak lainnya 1,07% dan pajak eksport 0,19%. 

Dengan semakin meningkatnya target pajak yang dipikul Direktorat Jenderal Pajak, maka ekstensifikasi perpajakan, profesionalisme kerja aparat pajak serta kerja sama semua lapisan masyarakat dapat mempunyai peranan dalam tercapainya target pajak tersebut.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah Self Assessment System dan With Holding System. Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan With Holding Assesmen System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan aparat pajak maupun wajib pajak)  Dalam Self Assesment System, wajib pajak yang aktif sedangkan aparat tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang wajib pajak, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang. Dengan sistem pemungutan perpajakan Self Assessment System maka memungkinkan terjadinya penyelewengan atau penggelapan pajak oleh wajib pajak sehingga dituntut kesadaran sendiri dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan tanpa adanya pemeriksaan dibidang perpajakan, maka aparat akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan bukan sekedar menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), apalagi demi kepentingan kas negara. Surat Ketetapan Pajak dan atau tambahan dapat timbul sebagai akibat pemeriksaan, bukan tujuan pemeriksaan. Produk dari pemeriksaan pajak adalah banyak tergantung dari temuan sampai dimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak (Jurnal perpajakan Indonesia Bulan April 2002).

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Mentri Keuangan RI No 545 / KMK.04 / 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara pemeriksaan Di Bidang Perpajakan, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Diretorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksan pajak. Jadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam praktek perpajakan yang sehat pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hasil yang menakutkan, menurut aparat hal tersebut dapat dicapai melalui: pertama, meningkatkan professionalisme petugas pemeriksa melalui pendidikan pemeriksaan pajak berkelanjutan dan komprehensif, yang tidak hanya memahami tugasnya sebagai pemeriksa, tetapi juga memahami siapa yang diperiksa. Kedua, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa sehingga pemeriksa dapat menghilangkan image pemeriksa yang menakutkan. Ketiga, melakukan sosialisasi perpajakan secara luas, yang diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh wajib pajak. Dengan terlaksananya praktek  pemeriksaan pajak yang baik, maka diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan dari wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya adalah meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Khusus untuk pajak penghasilan orang pribadi cara penghitungannya adalah penghasilan netto dikurangi PTKP dikalikan dengan tariff pajak pasal 17. perhitungan pajak penghasilan orang pribadi berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari , tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.      

Oleh karena itu di sini, penulis akan mencoba meneliti dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut di atas dengan menganalisa mengenai ”Pengaruh Pemeriksaan Aparat Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees”.

1.2  Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Bagaimana pemeriksaan aparat Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Bandung Karees 
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Bandung Karees
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan aparat pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi pada KPP Bandung Karees
1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :
1. Untuk mengetahui pemeriksaan aparat Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada  KPP Bandung Karees 

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Bandung Karees.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan aparat Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Orang Pribadi.

1.4  Kegunaan Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:
1.  Kegunaan Operasional

            Bagi Intitusi

Sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui peningkatan profesionalisme kerja sesuai dengan tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan

2 Kegunaan Teoritis
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Memberikan pemahaman kepada peneliti tentang pemeriksaan pajak serta pengaruhnya pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan orang pribadi. Dan sebagai syarat mengikuti ujian sidang  guna memperoleh gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan terutama Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam hal pemeriksaan aparat pajak sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. 5  Kerangka Pemikiran

Fungsi  dari Kantor Pelayanan Pajak adalah mengumpulkan dan mengolah data pajak, penyajian informasi perpajakan serta penggalian potensi pajak dan estimasi wajib pajak ( berdasarkan Surat Ketetapan Mentri Keuangan Republik Indonesia No 94 / KMK.01 / 1994, pasal 166 tentang struktur organisasi KPP yang termasuk tipe A, tertanggal 29 Maret 1994 ) dalam hal ini KPP memiliki peran untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewaiban perpajakannya melalui pemeriksaan pajak.

Menurut Burton bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

1.  Official Assesment System

2.  Semi Self Assesmet System

3.  Self Assesment System

4.  With Holding System     


      (2001 : 19-20)
Di Indonesia memakai sistem pemungutan Self Assesment System dan With Holding System sejak tahun 1984 dengan di undang-undangkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang memulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 1984.  

Wajib pajak menyetorkan pajaknya dengan melampirkan SPT Masa ataupun SPT Tahunnan. 

Di dalam struktur organisasi yang ada di KPP terdiri dari 3 Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Seksi Pajak Penghasilan atas Badan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Yang setiap seksinya dikepalai oleh Kepala Seksi Pajak Penghasilan sesuai dengan SK MK RI No 94/KMK.01/1994, Pasal 286 tentang struktur organisasi KPP yang termasuk tipe A, tertanggal 25 Maret 1994.

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”, pengertian pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.“


                                                                               (2004 : 1)
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Pajak itu sifatnya memaksa karena tidak adanya kontraprestasi karena jika kita tidak membayar pajak maka kita akan mendapat sanksi administrasi.

3. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

4. Tanpa  jasa timbal balik (kontraprestasi) dari Negara secara langsung.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

5. Digunakan untuk pengeluaran umum atau rumah tangga Negara.

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”, bahwa pajak  digolongkan atas beberapa jenis. Adapun penggolongan jenis pajak, sebagai berikut : 

1. Menurut sifatnya pajak terbagi atas Pajak Langsung (Pajak Penghasilan) dan Pajak Tidak Langsung (Pajak Pertambahan Nilai).

2. Menurut Sasarannya pajak terbagi atas Pajak Subyektif (Pajak penghasilan) dan Pajak Obyektif (Pajak Pertambahan Nilai).

3. Menurut Lembaga pemungutannya pajak terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah.


                 (2004 : 5)
Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan negara dari pajak sehingga penerimaan negara dari pajak tersebut sangat berperan dalam pembangunan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” pengertian Self Assessment System adalah:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terut”.


    (2004 : 7)
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” pengertian With Holding  System adalah:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut, selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya kepada aparat”. 


    (2004 : 8)

Tanpa adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, maka aparat pajak dapat melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan dengan memperhatikan Tata Cara Pemeriksaan di bidang perpajakan di atur dalam pasal 31 Undang-Undang No 16 tahun 2000 yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No 545 / KMK.04 / 2000.

Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu aparat sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dalam sector pajak melalui pengujian kepatuhan wajib pajak (pemeriksaan pajak ) akan tetapi tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam meemenuhi kewajiban perpajakannya harus mendapat prioritas utamanya bukan sekedar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, apalagi demi kepentingan kas negara. Jadi surat Ketetapan Pajak dan atau tambahan pajak dapat timbul sebagai akibat pemeriksaan bukan tujuan pemeriksaan.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” bahwa kewajiban wajib pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan orang pribadi yang diatur dalan undang-undang perpajakan adalah :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan,  Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP

2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Keawajiban mengisi dan meyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut pasal 10 ayat (1) UU KUP kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN atau BUMD  atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Mentri Keuangan.

5. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan, Pasal 28 ayat (1) UU KUP.  

6. Kewajiban mentaati pemeriksaan, Pasal 29 ayat (3) UU KUP.


                   (2004: 37)
Menurut Hardi dalam bukunya “Pemeriksaan Pajak”, secara garis besar pemeriksaan dapat dilakukan oleh 4 unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP)

2. Kantor Wilayah Pajak

3. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA)

4. Kantor Pelayanan Pajak ruang lingkup  Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).







                   (2003:18)

Pemeriksaan pajak dan ruang lingkup PSL dan PSK dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan orang pribadi dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang berada di seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan orang pribadi.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” menjelaskan : 
“Bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak, aparat dapat menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 








     (2004 : 34)
Menurut Burton dalam bukunya “Hukum Pajak” menjelaskan :

“Pemeriksa pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 29 Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta di lengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa”.








     (2001 : 57)
 Diharapkan pemeriksaan pajak dapat memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, dengan tetap mengacu pada profesionalisme kerja pemeriksa pajak, sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, sehingga peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut :

 “Pemeriksaan Aparat Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ”. 






















Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran
1.6 Lokasi dan waktu Penelitian 


Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Perpajakan Bandung Karees Jln. H. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung. Adapun waktu kegiatan penelitian dijelaskan dalam tabel.1
Tabel 1.1 

Pelaksanaan Waktu dan Kegiatan Penelitian
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Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi





Hipotesis 


Pemeriksaan Aparat Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees





Pengaruh Pemeriksaan Aparat Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees 








